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BAB VI 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dalam disertasi ini dengan 

mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka dapat penulis rumuskan simpulan 

sebagai berikut:  

1. Konsep penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di 

Indonesia telah menunjukkan perkembangan normatif yang signifikan melalui 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014, yang menjamin hak korban atas perlindungan, restitusi, rehabilitasi, dan 

keamanan. Namun, implementasinya masih belum optimal karena paradigma 

peradilan yang cenderung offender-oriented, lemahnya eksekusi restitusi, serta 

kurangnya koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, pembaharuan kebijakan 

hukum pidana perlu diarahkan pada pendekatan victim-oriented justice yang 

menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Dari 

perspektif Hukum Islam, perlindungan korban TPPO sejalan dengan prinsip 

maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan kehormatan 

(ḥifẓ al-‘ird), serta tanggung jawab negara dalam siyāsah syar‘iyyah. Dengan 

demikian, pembaharuan kebijakan hukum pidana harus dibangun melalui model 

integratif yang memadukan hukum positif, nilai HAM, keadilan sosial, dan 

prinsip hukum Islam, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang 

berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan korban secara utuh dan 

bermartabat.
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2. Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum 

Islam merupakan mandat normatif syariat yang berlandaskan prinsip keadilan 

dan kemaslahatan. Korban diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak 

atas perlindungan, pemulihan, dan penghormatan martabat, sejalan dengan 

tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa, kehormatan, akal, 

harta, dan keturunan. Perdagangan orang dikualifikasikan sebagai jarīmah ta‘zīr 

karena merupakan bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai 

pembebasan dan pemanusiaan dalam Islam, sehingga penanganannya menuntut 

pendekatan represif terhadap pelaku sekaligus protektif dan restoratif bagi 

korban. Dalam kerangka siyāsah syar‘iyyah, negara sebagai ulil amri 

bertanggung jawab menjamin keamanan, rehabilitasi, dan restitusi korban. Oleh 

karena itu, integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional 

melalui pendekatan victim-oriented justice menjadi model konseptual yang 

relevan dan aplikatif dalam mewujudkan kebijakan hukum pidana yang lebih 

berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan korban. 

3. Regulasi restitusi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara normatif telah mengakui hak 

korban untuk memperoleh restitusi, namun masih menyisakan kelemahan 

substansial dan implementatif, baik karena sifatnya yang belum mandatori dan 

belum memiliki daya paksa optimal, maupun akibat kendala prosedural, 

lemahnya eksekusi, dan minimnya keberpihakan aparat terhadap pemulihan 

korban. Akibatnya, sistem peradilan pidana masih berorientasi pada 

penghukuman pelaku, sementara hak korban belum sepenuhnya terpenuhi secara 
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adil dan bermakna. Dalam perspektif hukum Islam, restitusi memperoleh 

legitimasi filosofis yang kuat melalui prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya 

perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta. Konsep dhamān menegaskan 

kewajiban pemulihan sebagai tanggung jawab moral dan hukum pelaku. 

Restitusi dipahami bukan sekadar kompensasi material, melainkan instrumen 

keadilan substantif yang memulihkan martabat dan kemaslahatan korban. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi 

regulasi restitusi melalui model integratif yang mensinergikan hukum nasional 

dan prinsip hukum Islam, dengan menjadikan restitusi sebagai pidana tambahan 

yang bersifat mandatori, memperkuat daya eksekutorial putusan, 

menyederhanakan mekanisme pengajuan, serta menegaskan tanggung jawab 

negara apabila pelaku tidak mampu membayar. Model ini mengarah pada 

pergeseran paradigma dari offender-oriented system menuju victim-oriented 

justice system, sehingga terwujud sistem perlindungan korban tindak pidana 

perdagangan orang yang bermartabat, berkeadilan substantif, dan selaras dengan 

nilai kemanusiaan serta religiusitas masyarakat Indonesia. 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat penulis berikan dalam bagian akhir disertasi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah yang pertama yaitu perlu melakukan penguatan implementasi 

dan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan prinsip-prinsip 
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perlindungan dalam Hukum Islam. Harmonisasi ini penting agar perlindungan 

korban tidak hanya bersifat normatif-prosedural, tetapi juga substantif dan 

berkeadilan, sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa 

(hifz al-nafs) dan perlindungan kehormatan (hifz al-‘ird). Kedua, pemerintah 

perlu memperkuat koordinasi kelembagaan melalui optimalisasi peran Gugus 

Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta 

sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjamin 

pemenuhan hak korban secara komprehensif. Penguatan kelembagaan tersebut 

mencakup penyediaan layanan terpadu, pendampingan hukum, rehabilitasi 

medis dan psikologis, serta pemulihan sosial dan ekonomi korban. Ketiga, 

pemerintah perlu merekonstruksi kebijakan restitusi agar bersifat wajib dan 

efektif. Restitusi harus menjadi bagian integral dari tuntutan penuntut umum dan 

putusan hakim, dengan mekanisme dana talangan negara apabila pelaku tidak 

mampu membayar. Kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam 

perspektif siyasah syar’iyyah, yakni negara berkewajiban menghadirkan 

kemaslahatan dan melindungi kelompok rentan. Keempat, pendekatan preventif 

berbasis komunitas dan nilai keagamaan perlu diperkuat melalui edukasi publik, 

pelibatan tokoh agama, serta internalisasi nilai moral dalam masyarakat guna 

mencegah terjadinya perdagangan orang sejak akar sosialnya. 

2. Korban tindak pidana perdagangan orang perlu didorong untuk meningkatkan 

kesadaran atas hak-haknya dalam sistem peradilan pidana, termasuk hak atas 

restitusi, rehabilitasi, perlindungan identitas, dan pendampingan hukum. 

Pemahaman ini penting agar korban tidak berada dalam posisi pasif, melainkan 



396 

 

 

 

sebagai subjek yang memiliki hak konstitusional dan moral untuk memperoleh 

keadilan. Selain itu, korban disarankan untuk berpartisipasi aktif dalam program 

pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial yang disediakan pemerintah 

maupun lembaga pendamping. Dalam perspektif Hukum Islam, proses 

pemulihan tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan martabat 

manusia (i‘adat al-karāmah al-insāniyyah) yang telah terlanggar akibat tindak 

pidana perdagangan orang. Pendampingan spiritual dan keagamaan juga penting 

dalam proses rehabilitasi, karena pemulihan tidak hanya bersifat fisik dan 

psikologis, tetapi juga menyangkut ketenangan batin dan rekonstruksi harga diri 

korban. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup 

wilayah dan pendekatan metodologis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya 

disarankan untuk mengembangkan model grand design restitusi berbasis 

integrasi hukum nasional dan hukum Islam secara lebih aplikatif dan 

operasional. melakukan studi komparatif antar daerah atau antar negara guna 

melihat efektivitas model perlindungan korban TPPO dalam konteks sistem 

hukum yang berbeda. Menggunakan pendekatan empiris dan socio-legal untuk 

mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan korban, khususnya 

dalam aspek restitusi dan reintegrasi sosial. Mengkaji lebih lanjut integrasi 

prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam kebijakan hukum pidana nasional sebagai 

bagian dari pembaruan hukum yang berkeadilan. 


